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ABSTRACT 

 

Patric Eltary Rumayar WHISTLEBLOWERS ON CRIMINAL ACTS OF 

CORRUPTION ACCORDING TO THE LAW NUMBER 31 OF 2014 

CONCERNING THE PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS 
Supervised by Annita T. S. F. Mangundap, and Primus Aryesam, S.H., 

M.H. 

The position of the whistleblowers basically plays a very important role in 

the judicial process, especially in the process of criminal acts of corruption in 

Indonesia. The guarantee of legal protection given to the whistleblowers requires 

proof of one of the stages in a legal process in court in terms of disclosing 

organized crimes such as corruption, narcotics, psychotropic, money laundering, 

human trafficking, and so on. without the role of a whistleblower. The purpose of 

this study was to determine the existence and legal protection of whistleblowers 

in Indonesia. The research method used was the normative legal research by 

outlining the existing problems to be further discussed with a study based on 

legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal 

practices. The conclusion of this paper is that the whistleblowers are textually 

and explicitly regulated in SEMA Number 4 of 2011 and one form of protection, 

Protection of whistleblowers is certainly very important, but it turns out that 

threats to whistleblowers are still happening, not only in the form of physical 

threats, legal threats through back reporting, but also psychological and 

administrative. So important is the role of witnesses as evidence in corruption 

cases in Indonesia by placing whistleblowers this. Legal protection is a form of 

service that must be provided by the government to provide a sense of security 

for every citizen. 

 

 
Keywords: Evidence, whistleblower, legal protection. 
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ABSTRAK 

 

Patric Eltary Rumayar PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR 

 TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) PADA PERKARA 

 TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG 

 NOMOR 31  TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI 

 DAN KORBAN Dibimbing oleh Annita T.S.F Mangundap SH, MH. 

 Dan Primus Aryesam  SH, MH. 

 Kedudukan whistleblower pada dasarnya memegang peran yang sangat 

penting dalam proses peradilan terlebih khusus dalam proses tindak pidana 

korupsi di Indonesia. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

pelapor (Whistleblower) tesebut membutuhkan Pembuktian salah satu tahapan 

dalam suatu proses hukum di pengadilan dalam hal pengungkapan suatu kasus 

yang bersifat organized crime seperti tindak pidana korupsi, narkotika, 

psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan lain sebagainya, tanpa 

adanya peran whistleblower.  Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

eksistensi dan perlindungan hukum pelapor whistleblower di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori berjenis 

penelitian hukum normaif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang 

ada,untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum 

kemudian dikaitkan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu whistleblower secara tekstual 

dan tersurat diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2011 dan salah satu bentuk 

perlindungan. Pelapor adalah merupakan orang yang memberikan informasi 

kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana dengan itikad 

baik, Perlindungan terhadap pelapor tentu sangat penting, namun ternyata 

ancaman terhadap pelapor juga masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman 

fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, namun juga psikologis dan 

administratif, Begitu pentingnya peranan saksi sebagai alat bukti dalam perkara 

korupsi di Indonesia dengan menempatkan Whistleblower ini. Perlindungan 

hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah 

untuk memberikan rasa aman untuk setiap warga Negara. 

 

Kata kunci: Pembuktian, whistleblower, Perlindungan hukum. 
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